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ABSTRAK 
 
Nama    : Irma Setiawati 
Nim    : 10700113049 
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan 
Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten 
Pinrang 
 
 
   
 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan 
dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan 
dan Tenaga Kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Manfaat dari 
penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil solusi 
yang tepat dan baik guna memecahkan masalah dalam kaitannya dengan kemiskinan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. Model ini menunjukkan seberapa besar pengaruh yang terjadi antara 
variabel independen dan variabel dependen, dengan pendekatan OLS (Ordinary Least 
Square). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, data yang 
digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan 
periode waktu 12 tahun yaitu selama tahun 2005-2016. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto 
berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
dikabupaten Pinrang. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang. Dan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
 
 
Kata kunci: Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan 
Tenaga Kerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Salah satu tujuan dari pembangunan ialah untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Masyarakat dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah 
dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi 
oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah 
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini 
disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan yang membatasi kemampuan 
mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup.  
Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah 
kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan 
merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya 
(Suryawati. 2005). 
Secara teori kemiskinan dapat dikatakan dimana terjadi ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga seperti makan, minum, 
tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan 
oleh sulitnya akses mendapat pekerjan serta minimnya pendidikan yang didapat oleh 
masyarakat kurang mampu. 
 Seseorang dapat dikatakan miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya secara layak. Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sehingga harus 
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ditanggulangi atau paling tidak dikurangi. pembangunan yang sudah dilakukan 
pemerintah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, walaupun demikian, 
kemiskinan menjadi masalah yang berkepanjangan.  
Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi 
ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang 
terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada system 
sosial yang kemudian akan membawa system yang ada menjauhi keseimbangan 
semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses 
pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses 
pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai 
tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan 
pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik  Bruto (PDB) di tingkat nasional atau 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. 
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah 
satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan 
tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan 
daerah khususnya daerah yang relative mempunyai kemisinan yang terus naik dari 
tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan 
berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar 
dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan 
jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama 
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keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. 
Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan 
utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan. Hal ini berarti salah 
satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan 
nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. (Pantjar 
Simatupang dan Saktyanu K, 2003). 
Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan 
berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih 
jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum 
menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dalam 
pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih 
berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi 
penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat 
menyeleseikan masalah secara tuntas.  
 Ada beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan 
disuatu wilayah diantaranya, banyaknya jumlah penduduk yang mendiami wilayah 
tersebut, tingginya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat PDRB 
dalam hal ini menjadi indikator untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah, tingginya tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, 
kesempatan kerja, inflasi, bencana alam, tingkat dan jenis pendidikan, investasi, 
ketersediaan fasilitas umum, tingkat upah neto, pajak, subsidi, penggunaan teknologi 
dan lainnya. 
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Berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 
bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan baik dalam skala 
nasional maupun lokal (Ernawati, 2012). Penanggulangan dan pengentasan 
kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga 
miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga yang 
sangat miskin (Mahsunah, 2013). 
Permasalahan strategis di pemerintahan Kabupaten Pinrang tidak jauh berbeda 
dengan pemerintahan pusat, yakni masih tingginya angka kemiskinan jika 
dibandingkan dengan kabupaten lain. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung 
jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan 
masyarakat dalam sebuah pemerintah, untuk segera mencari jalan keluar dengan 
merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya 
pengentasan kemiskinan. 
 Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Luas Wilayah 1.961,77 km2 yang terbagi dalam 12 Kecamatan, 
meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. 
Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 369.595 jiwa. Jumlah penduduk miskin 
pada Tahun 2016 mencapai 31.28 ribu jiwa. Untuk mengetahui proporsi dan jumlah 
penduduk miskin, tersedia 2 sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah 
rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pinrang secara Nasional dalam 
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rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Pusat. Berikut 
tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan 
Kabupaten Pinrang tahun 2010-2016. 
Tabel 1.1. Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang tahun 2010-2016 
No Tahun Penduduk miskin Persentase 
1 2010 31.70 9,01 
2 2011 29.87 8,12 
3 2012 27.88 7,42 
4 2013 22.10 8,86 
5 2014 24.52 8,20 
6 2015 24.46 6,72 
7 2016 31.28 11,81 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat 
kemiskinan Kabupaten Pinrang, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
menunjukkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 
9,01 persen jumlah penduduk miskin sebesar 31.70 jiwa. Pada tahun 2011 mengalami 
penurunan sebesar 8,12 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar  29.87 jiwa. 
Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,42 persen dengan jumlah penduduk 
miskin sebesar 27.88 jiwa. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 8,86 persen 
dengan jumlah penduduk miskin sebesar  22.10 jiwa. Tahun 2014 sebesar 8,20 persen 
dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24.52 jiwa.  Pada tahun 2015 mengalami 
penurunan sebesar 6,72 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar  24.46 jiwa, 
dan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 11,81 persen 
dengan jumlah penduduk miskin sebesar 31.28 jiwa, masih tingginya jumlah 
6 
 
 
 
penduduk miskin ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sumber daya yang tidak 
merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang serta 
mentalitas kerja yang masih perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda.  Hal ini 
merupakan satu tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat dan mengupayakan pembangunan untuk tujuan memajukan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk 
menaggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun 
berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen 
untuk menurunkan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari 
pembangunan dibidang ekonomi disamping bidang-bidang yang lainnya seperti, 
sosial, budaya, politik dan keamanan. Khususnya dibidang ekonomi, nilai tambah 
yang dihasilkan oleh bidang ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat 
pembangunan yang dicapai pada suatu daerah. Bagi daerah Kabupaten Pinrang hal ini 
sangatlah perlu agar menjadi acuan untuk pembangunan berikutnya yang lebih baik. 
Sejalan dengan hal itu berbagai pembangunan telah diarahkan khususnya pada daerah 
yang berpenduduk padat dan daerah yeng  memiliki tingkat kemiskinan yang cukup 
tinggi.  
Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan 
pembangunan  disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya 
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap penurunan tingkat 
kemiskinan disuatu wilayah. PDRB yang meningkat di Kabupaten Pinrang 
menyatakan bahwa pemerintah mampu mengatasi atau menekan tingkat kemiskinan.   
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Kegiatan perekonomian dikatakan mengalami peningkatan jika jumlah produk 
barang dan jasa yang diproduksi suatu negara mengalami peningkatan. Dalam dunia 
nyata, amat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode 
tertentu, kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan 
sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan yang 
dihasilkan melalui barang dan jasa oleh semua kegiatan ekonomi disuatu daerah 
dalam suatu periode tertentu, semakin tinggi PDRB disuatu wilayah, maka semakin 
besar pula tingkat penerimaan wilayah tersebut, namun PDRB tidak  menjamin 
seluruh penduduk menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran 
umum dari kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya PDRB belum dapat disimpulkan  
apakah  keadaan penduduk yang berpenghasilan rendah sudah membaik atau belum.  
 Pertumbuhan PDRB perkapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah 
satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada 
suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan 
tingkat pendapatan perkapita disuatu wilayah. Pendapatan dan pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto Kabupaten Pinrang dari tahun 2010-2016 setiap tahunnya 
mengalami kenaikan berdasarkan harga konstan. Namun dengan tingkat rata-rata 
pertumbuhan PDRB tersebut bukan berarti Kabupaten Pinrang terbebas dari 
penduduk miskin. Tabel 1.2 menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Kabupaten Pinrang atas dasar harga konstan dan PDRB Perkapita tahun 
2010-2016. 
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Tabel 1.2 PDRB Menurut Harga Konstan  dan PDRB Perkapita di Kabupaten 
Pinrang tahun 2010-2016  
 
No Tahun PDRB HK (Milyar Rp) PDRB Perkapita (Juta Rp) 
1 2010 659,539 18.66 
2 2011 710,414 20.03 
3 2012 770,890 21.60 
4 2013 827,031 22.89 
5 2014 894,122 24.56 
6 2015 967,697 26.38 
7 2016 1.040,417 28.37 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Pinrang memberikan 
gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah 
perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 
dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan dari tahun ke tahun. 
Jika melihat indikator kesejahteraan Kabupaten Pinrang yang dicerminkan 
dalam pendapatan PDRB per kapita di Kabupaten Pinrang, laju pertumbuhan PDRB 
Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan secara terus menerus mulai tahun 2010-2016 
PDRB perkapita Kabupaten Pinrang  pada tahun 2016 sebesar Rp 28.37  juta, pada 
tahun 2015 sebesar Rp. 26.38 juta  lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita 
tahun sebelumnya yakni pada tahun 2014 sebesar Rp. 24.56 juta, pada tahun 2013 
sebesar Rp 22.89 juta, tahun 2012 sebesar  Rp 21.60 juta, tahun 2011 sebesar 
Rp.20.03 juta. Dan tahun 2010 sebesar Rp.18.66 juta. Besarnya nilai PDRB perkapita 
Kabupaten Pinrang sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian yang 
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menggambarkan bahwa perekonomian kabupaten Pinrang masih sangat bertumpu 
pada sektor pertanian, artinya ketika sektor pertanian mengalami penurunan, maka 
dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Pinrang. Sektor 
pertanian menopang sebagian besar ekonomi rumah tangga di kabupaten Pinrang, 
berdasarkan data sensus Penduduk 2010, tercatat 56,5 persen dari penduduk yang 
bekerja, berada pada sektor pertanian.  
Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. 
Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mem 
pengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka 
melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Soekidjo Notoatmodjo. 
2003).  
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003).  
Pendidikan dikatakan mampu untuk mendapatkan pekerjan yang lebih baik 
sehingga dapat menambah pendapatan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu 
indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas 
sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan 
merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, 
karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan 
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merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat 
kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran. 
Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta 
ketertinggalan sosial ekonominya. Tabel 1.3 menyajikan pendidikan penduduk 
menurut rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pintang tahun 2010-2016. 
Tabel 1.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pinrang tahun 2010-2016 
No Tahun Rata-rata lama sekolah 
1 2010 7,14 
2 2011 7,24 
3 2012 7,33 
4 2013 7,43 
5 2014 7,45 
6 2015 7,47 
7 2016 7,48 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Tabel 1.3 menunjukkan perkembangan kondisi pendidikan menurut rata-rata 
lama sekolah, secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Pinrang menunjukkan 
peningkatan dari tahun 2010-2016. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten 
Pinrang tahun 2010 sebesar 7,14 tahun, pada tahun 2011 meningkat sebesar 7,24 
tahun, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 rata-rata lama sekolah di kabupaten 
Pinrang sebesar 7,33 dan 7,43 tahun, pada tahun 2014 meningkat menjadi 7,45 tahun, 
pada tahun 2015 sebesar 7,47  tahun dan pada tahun 2016 sebesar 7,48 tahun yang 
artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di Kabupaten Pinrang hanya 
mampu menyeleseikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP. Untuk Rata-rata lama 
sekolah terlihat secara umum Kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Provinsi 
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Sulawesi Selatan, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses 
pendidikan yang lebih merata tidak hanya berfokus dipusat kota saja tetapi juga untuk 
daerah sulit, dipinggiran kota ataupun kecamatan terpencil. Pendidikan yang diukur 
dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh besar terhadap menurunnya tingkat 
kemiskinan. Hal tersebut dapat dikatakan pembangunan melalui pendidikan dapat 
dikatakan sangat penting agar menekan tingkat kemiskinan. Selain itu agar penduduk 
memperoleh pekerjan yang baik harus disertai pendidikan dan keahlian yang baik. 
Salah satu dari pada penyebab kemiskinan terjadi secara alamiah tergantung dari 
kondisi wilayah ataupun potensi wilayahnya tersebut berakibat pada tenaga kerja 
pada masing-masing lapangan usaha. (Todaro 2003 : 100).  
Salah satu unsur yang menentukan kamakmuran suatu masyarakat adalah 
tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi 
tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud jika tidak 
maka akan terjadi pengangguran. 
Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan dari laju pertumbuhan 
angkatan kerja yang terserap pada lapangan perkerjaan. Tingginya angkatan kerja 
pada suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah 
tersebut. Hal sebaliknya dapat menimbulkan masalah sosial. Gambaran kondisi 
ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase 
kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan 
pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan 
ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan 
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tenaga kerja daerah atau karena faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan 
berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat 
menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya 
beli). Berikut tabel 1.4 menunjukkan angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) Kabupaten Pinrang tahun 2010-2016. 
Tabel 1.4 Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten 
Pinrang tahun 2010-2016  
 
No Tahun Angkatan kerja (jiwa) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 
1 2010 140.074 58,86 
2 2011 156.732 64,50 
3 2012 133.883 54,96 
4 2013 126.453 52,07 
5 2014 152.353 60,08 
6 2015 144.609 50,35 
7 2016 135.583 55,26 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Tabel 1.4 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 
Kabupaten Pinrang  pada tahun 2016 mencapai 55,26 persen dari jumlah angkatan 
kerja sebesar 135.583 jiwa pada tahun 2015 mencapai 5,03 persen dari jumlah 
angkatan kerja sebesar 144.609 jiwa. Pada tahun 2014 mencapai 6,8 persen dari 
jumlah angkatan kerja sebesar 152.353 jiwa, pada tahun 2013 mencapai 1,96 persen  
dari jumlah angkatan kerja sebesar 126.453, pada tahun 2012 mencapai 5,35 persen 
dari jumlah angkatan kerja sebesar 133.883 jiwa, pada tahun 2011 mencapai 6,55 
persen dari jumlah angkatan kerja sebesar 156.732 jiwa. dan pada tahun 2010 
mencapai 7,79 persen dari jumlah angkatan kerja sebesar 140.047 jiwa. Mengingat 
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Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah andalan Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagai penghasil beras dan hasil bumi lainnya. Oleh karena itu sektor pertanian 
merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Tingginya 
TPAK diimbangi dengan besarnya kesempatan angkatan kerja. Pertambahan 
angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan 
kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016? 
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten 
Pinrang tahun 2005-2016? 
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap tingkat Kemiskinan di 
Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016? 
4. Bagaimana pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tenaga kerja terhadap tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap tingkat Kemiskinan di 
Kabupaten Pinrang. 
2. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk 
mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
2. Sebagai informasi mengenai variabel yang mempengaruhi tingkat 
kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang meneliti 
tentang kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Kemiskinan  
1. Definisi Kemiskinan 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa 
untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal 
ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak 
adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah 
kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. 
Menurut Armatya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang 
dikatakan miskin bila mengalami “capability deprivation” dimana seorang tersebut 
mengalamni kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, 
kebebasan substantive ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan 
membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. 
Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan adalah : 
“the denial of choice and opportunities most basic for human development to 
lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self 
esteem and the respect of other”. 
Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan 
kondisi dimana seorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan 
dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, 
standar hidup layak , kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. 
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Kemiskinan (poverty)  merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, 
terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu 
bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, 
maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan asset, 
organisasi sosial dan politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder 
yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. 
Dimensi-dimensi tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, 
perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat 
pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau 
kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang 
miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang 
dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003). 
Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, 
pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun 
temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola 
siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu 
kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman 
pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya 
bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan 
menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. 
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Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber 
daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan 
kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat 
akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang system politik yang 
dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan 
menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari 
tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan 
kesempatan peningkatan produktivitas. 
 Menurut Bappenas kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau 
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, hak-hak dasar itu antara lain 
terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air 
bersih, pertahanan, sumber daya alam lingkungan hidup, rasa aman, ancaman tindak 
kekerasan, dan hak untuk berpatisipasi dalam kehidupan sosial politik.  
 Kemiskinan dalam Perspektif Islam, dari bahasa aslinya (Arab) kata miskin 
diambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang  faqir dari kata faqr 
yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir  adalah orang  yang  patah  tulang  
punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga 
"mematahkan"  tulang punggungnya. Sebagai  akibat  dari  tidak  adanya definisi 
yang dikemukakan Al-Quran untuk  kedua  istilah  tersebut,  para  pakar  Islam 
berbeda  pendapat  dalam  menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. 
Sebagian mereka berpendapat  bahwa  fakir  adalah  orang  yang berpenghasilan 
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kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedang miskin adalah yang 
berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya.  
 Selain dari definisi diatas terdapat ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan 
kemiskinan yaitu, Qur’an surah Al-Jumu’ah (QS,62:10). 
                                       
         
Terjemahannya: 
 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (Qs Al-
Jumu’ah ayat 10). 
 
 Hubungan antara ayat diatas dengan kemiskinan adalah pada ayat diatas terdapat 
perintah untuk mencari karunia Allah SWT, melalui Firman-Nya menegaskan pada 
umat manusia untuk tidak bersikap malas, Allah SWT senantiasa memerintahkan 
hamba-Nya untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki dan 
anugerah dari-Nya. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mencari karunianya, 
dalam hal ini kita diperintahkan untuk mencari rezeki untuk pemenuhan kebutuhan, 
terutama kebutuhan pokok, sebab Islam juga memandang kemiskinan sebagai ketidak 
mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. 
 Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Dalam mengukur kemiskinan 
menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need 
approach), dengan pendekatan ini Badan Pusat Staristik (BPS)  memandang 
kemiskinan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan 
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makanan maupun non makanan. Dan untuk mengetahui miskin tidaknya seseorang 
maka diperlukan garis kemiskinan.  
2. Klasifikasi Kemiskinan  
Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro, (1997) secara sederhana 
dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
1. Kemiskinan Absolut  
  Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 
berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik 
terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.  
  Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan 
komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya 
dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara 
dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, 
seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik 
dan sosialnya. 
2. Kemiskinan Relatif  
  Seseorang termasuk golongan miskin rekatif apabila telah dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan 
mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep 
kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. 
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 Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti 
semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan 
bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan 
selalu miskin. 
3. Kemiskinan Kultural  
Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau 
sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat 
kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan 
kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yang pemalas dan tidak 
mau memperbaiki kondisinya. 
3. Garis kemiskinan 
Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah 
garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya 
pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan 
dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang 
dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan 
untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis 
kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan.  
 Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan 
dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan 
konsumsi (consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut Koncoro (1997) 
garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu : 
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1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan 
kebutuhan mendasar lainnya. 
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya  
partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. 
Garis Kemiskinan Menurut World Bank pada umumnya ada dua ukuran yang 
digunakan oleh bank dunia yaitu, pertama US $ 1,25 perkapita perhari yang 
diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran 
tersebut, yang kedua  US $ 2 perkapita perhari, yaitu lebih dari dua miliar penduduk 
yang hidup dibawah ukuran tersebut. US yang digunakan adalah US $ PPP 
(Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini 
adalah garis kemiskinan absolut. 
4. Penyebab Kemiskinan 
  Menurut Paul Spicker (2002, Poverty and the Welfare State: Dispelling the 
Myths, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst Penyebab kemiskinan dapat 
dibagi dalam empat mazhab: 
1. Individual explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang 
miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat 
bawaan, dan sebagainya. 
2.  Familial explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, 
dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama 
akibat pendidikan.  
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3. Subcultural explanation, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik 
perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.  
4.  Structural explanations, menganggap kemiskinan sebagai produk dari 
masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status 
atau hak.  
Menurut Sharp (dalam mudrajat Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab 
kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena 
adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi 
pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang 
terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam 
kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang 
beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena 
perbedaan akses modal. 
5. Karakteristik Kemiskinan 
1. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki 
faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup. Modal dan 
keterampilan yang tidak mencukupi. Sebagai akibat faktor produksi 
yang dimiliki sangat terbatas, maka kemampuan untuk memperoleh 
pendapatan menjadi sangat terbatas. 
2. Mereka pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh 
aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang di peroleh 
tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. 
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3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Pendidikan ini sangat 
rendah karena waktu mereka lebih banyak tersita untuk mencari nafkah. 
Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyeleseikan 
sekolahnya karena harus membantu orang tuanya untuk mencari 
tambahan pendapatan. 
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. Pada umumnya 
mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Oleh 
karena pekerja pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan 
bekerja lebih kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi 
pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi 
penawaran kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah 
sehingga membuat mereka selalu hidup di bawah kemiskinan.  
B. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)   
1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang 
dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun. 
Maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. (Tulus T.H.Tambunan, 
2013). 
Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah 
produksi barang dan jasa meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit untuk mencatat 
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jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Kesulitan itu 
muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan sangat beragam 
tetapi satuan ukurannya pun berbeda. 
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan nilai riil produk 
domestik bruto (gross domestic product), bukan semata-mata menunjukkan 
peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi juga telah 
menaikkan pendapatan perkapita masyarakat. 
Oleh karena itu angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output 
adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB yang 
digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan. Sebab dengan menggunakan 
harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun 
angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan 
nilai PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang 
dihasilkan selama periode tertentu. (Mandala Manurung dan Prathama Raharja, 2008) 
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka 
panjang. Jadi persentase pertambahan output haruslah lebih tinggi dari persentase 
pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa 
pertumbuhan ini akan berlanjut. Ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih 
ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern 
perekonomian tersebut. 
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Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu faktor yang 
menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu wilayah adalah 
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah atau 
wilayah provinsi menandakan bahwa pemerintah didaerah tersebut mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, salah satu indikator penting untuk 
mengetahui pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah adalah dengan melihat 
perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
Badan Pusat Statistik mendefisinikan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 
barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. Produk 
Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui 
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. (Sadono Sukirno, 2005:56), sedangkan 
menurut Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku 
digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor 
ekonomi.   
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disajikan dari tiga sisi yaitu : 
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1. Dari segi produksi : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah 
nilai tambah atas produksi barang dan jasa yang diproduksi pada suatu 
wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan 
selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku dari luar 
yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005:24) 
2. Dari segi Pendapatan : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 
jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang 
ikut serta dalam proses produksi diwilayah tertentu pada jangka waktu 
tertentu (biasanya satu tahun). 
3. Dari segi pengeluaran : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 
jumlah pengeluaran untuk rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang 
tidak mencari untung, pembentukan modal tetap Bruto, perubahan stok dan 
ekspor neto disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. 
Selain dari pada itu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada umumnya 
terbagi menjadi dua yaitu : 
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku adalah 
jumlah nilai produksi pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan 
harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. 
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan adalah 
jumlah nilai produksi pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan 
harga pasar yang “tetap” pada tahun dasar. (Robinson Tarigan, Ekonomi 
Regional Teori dan Aplikasi, 2012). 
28 
 
2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
   Menurut Sadono Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut besar atau 
kecil. Namun pembangunan ekonomi tidak semata-semata diukur berdasarkan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan 
sejauh mana distribusi pendapatan secara merata kelapisan masyarakat, serta siapa 
yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga dengan menurunnya Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) suatu daerah akan berdampak pada kualitas konsumsi rumah 
tangga miskin yang merubah pola makanan pokoknya kebarang yang paling murah 
dengan jumlah barang yang berkurang. 
3. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto  
Beberapa metode yang dipakai dalam menghitung Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut : 
a. Metode Langsung 
  Dalam metode ini ada tiga pendekatan yang dipakai : 
1. Pendekatan Produksi, yaitu: menghitung nilai tambah dari semua sektor 
ekonomi dimana nilai tambah itu diperoleh setelah menguraikan nilai produksi 
dengan biaya antara. 
2. Pendekatan pendapatan: menghitung jumlah balas jasa yang diterima faktor-
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. 
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3. Pendekatan pengeluaran: menghitung jumlah pengeluaran konsumsi akhir atas 
barang dan jasa yang diproduksi maupun diimpor dari luar wilayah Sulawesi 
Selatan. 
b. Metode Tidak Langsung 
 Metode ini dilakukan dengan cara mengalokasikan PDRB atau nilai tambah 
dari setiap sektor/subsektor komoditas kegiatan usaha dari lingkup nasional kedalam 
rangka regional dengan menggunakan indikator yang relevan.  
c. Metode Perhitungan PDRB Penggunaan. 
  Merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang digunakan habis dalam 
suatu wilayah selama satu tahun. Metode penghitungan ini diformulasikan sebagai 
berikut: 
   Y = C+I+E-M 
   C = Cr+Cn+Cp 
    I = If+Is 
Dimana : 
   Y = PDRB  
   C = Konsumsi 
   Cr = Konsumsi Rumah Tangga  
   Cn = Konsumsi Nirlaba  
   Cp = Konsumsi Pemerintah 
      I = Pembentukan Modal 
    If  = Pembentukan Modal Bruto 
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    Is  = Perubahan Inventori 
    E  = Ekspor 
    M = Impor 
C. Konsep Pendidikan  
1. Definisi Pendidikan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan yaitu sebuah 
proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan 
pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan 
yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki 
pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. 
 Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam 
pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah 
jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, 
pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati 
diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka 
pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama. 
Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan 
bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami 
bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik 
dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci 
yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus 
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kemiskinan. Namun, ironisnya pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga 
realitas. (Winardi,2010). 
a) Pertama, kepedulian pemerintah yang bisa dikatakan rendah terhadap 
pendidikan yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu 
politik. Bahkan, pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju 
kekuasaan agar bisa menarik simpati di hati masyarakat. Jika melihat 
negara lain, ada kecemasan yang sangat mencolok dengan kondisi 
sumber daya manusia (SDM) ini. Misalnya, Amerika Serikat. Menteri 
perkotaan di era Bill Clinton, Henry Cisneros, pernah mengemukakan 
bahwa dia khawatir tentnag masa depan Amerika Serikat dengan 
banyaknya jumlah penduduk keturunan Hispanik dan kulit hitam yang 
buta huruf dan tidak produktif. Menurut Marshal (dalam Tulus 
Tambunan, 1997) bahwa suatu bangsa tidak mungkin memiliki tenaga 
kerja bertaraf internasional jika seperempat dari pelajarnya gagal 
dalam menyeleseikan pendidikan menengah. Kecemasan yang 
sederhana namun, penuh makna, karena masyarakat Hispanik Cuma 
satu diantara banyak etnis di Amerika Serikat. Dan di Indonesia, dapat 
dilihat adanya pengabaian sistematis terhadap kondisi pendidikan, 
bahkan ada kecendenrungan untuk menganaktirikannya, dan harus 
kalah dari dimensi yang lain. 
b) Kedua, penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme ini, 
ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju 
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dari segi kapitalis dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi 
kehidupan dinegara-negara berkembang. Umumnya, penjajahan ini 
tentu tidak terlepas dari unsur ekonomi. Dengan hutang negara yang 
semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervesi 
secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu 
bangsa. Akibatnya, terjadilah privatisasi di segala bidang. Bahkan, 
pendidikan pun tidak luput dari usaha privatisasi ini. Dari sini 
pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa dijangkau oleh 
masyarakat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan 
tinggi dan itu  berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di 
Indonesia. Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak 
yang berada di sektor informal akibat kualitas sumber daya manusia 
yang rendah, dan ini salah satunya karena biaya pendidikan yang 
memang mahal. Apa lagi ditengah iklim investasi global yang 
menuntut pemerintah memberikan kerangka hukum yang dapat 
melindungi investor dan juga buruh murah. Buruh murah ini 
merupakan hasil dari adanya privatisasi (otonomi kampus), yang 
membuat pendidikan tidak bisa lagi dijangkau rakyat. Akhirnya, 
terbentuk link up system pendidikan, dimana pendidikan hanya 
mampu menyediakan tenaga kuli dengan kemampuan minim. 
c) Ketiga adalah kondisi masyrakat sendiri yang memang tidak bisa 
mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini 
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tidak terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis 
multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi 
rendah. Bisa dikatakan, telah terjadi deprivasi relative (istilah Karl 
Marx yang dipopulerkan Ted R.Gurr ) dalam diri masyarakat. Hal ini 
akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap dunia 
pendidikan,  karena mereka lebih mementingkan urusan perut daripada 
sekolah. Akibatnya, kebodohan akan menghantui. Dan kemiskinan pun 
akan mengiringi. Sehingga, kemiskinan menjadi sebuah reproduksi 
sosial, dimana dari kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak 
terdidik akibat kurangnya pendidikan, dan kemudian menjadi bodoh 
serta kemiskinan pun kembali menjerat.   
Sebagaimana yang terdapat dalam (QS. Al- Mujaadilah ayat 11) 
mengatakan : 
 
                                 
                                       
    
Terjemahannya : 
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:“Berlapang-
lapanglah dalam majlis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:”Berdirilah kamu” maka berdirilah, 
nuscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Mujaadilah ayat 11). 
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 Surah al-Mujaadilah ayat 11 diatas menerangkan tentang etika (sopan 
santun) bila berada dalam suatu majlis dan kedudukan orang yang beriman, serta 
orang yang berilmu pengetahuan. Allah SWT menegaskan “niscaya Allah SWT akan 
meninggikan orang-orang diantaramu dan orang-orang  yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat”. Artinya ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, 
orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan oleh Allah SWT, orang 
yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang 
yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan nampak arif bijaksana, jiwa 
dan matanya akan memencarkan cahaya. Kita bisa saksikan orang-orang yang 
menguasai dunia ini adalah orang-orang yang berilmu. Mereka dengan mudah 
mengumpulkan harta benda, mempunyai kedudukan dan dihormati orang. 
2. Teori Pendidikan menurut para ahli  
Teori pendidikan menurut para ahli antara lain sebagai berikut: 
Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan 
pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci 
dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan 
untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 
berkelanjutan. 
Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994) pendidikan dibanyak negara 
merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan 
dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang 
tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. 
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Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam 
kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat 
meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan 
informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas, 
dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen 
atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai 
korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Korelasi ini 
dapat dilihat terutama pada seseorang yang dapat menyeleseikan sekolah tingkat 
lanjutan dan universitas, akan mempunyai perbedaan pendapatan 300 persen sampai 
dengan 800 persen, dengan tenaga kerja yang hanya menyeleseikan sebagian ataupun 
seluruh pendidikan tingkat sekolah dasar. Karena tingkat penghasilan sangat 
dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan 
pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar. 
D. Konsep Tenaga Kerja  
1. Definisi Tenaga Kerja 
Tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan 
siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Menurut 
undang-undang pokok ketenagakerjaan No.14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap 
orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja 
guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 
Sedangkan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. 
2. Teori Tenaga Kerja  
  Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi 
Sumber Daya Manusia” Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang 
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 
bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan 
bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Jadi yang dimaksud tenaga 
kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang 
menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan 
usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh 
hasil atau upah untuk kebutuhan sehari-hari. 
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk 
pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang 
terjadi (Pascual, 2006). 
3.   Klasifikasi Tenaga Kerja  
 Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar 
yang di tentukan. (Pius Partanto dkk, 2001). Maka klasifikasi tenaga kerja adalah 
pengelompokkan akan ketenagakerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria 
yang sudah ditentukan, yaitu : 
1. Berdasarkan penduduknya  
37 
 
1) Tenaga Kerja  adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 
dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.  
Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang 
dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 
antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 
2) Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu 
dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut 
Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, mereka adalah 
penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun 
dan berusia diatas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para 
pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 
2. Berdasarkan batas kerja 
1) Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-
64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak 
bekerja, maupun sedang aktif mencari pekerjaan.  
2) Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ketas 
yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan 
sebagainya.  
3. Berdasarkan kualitasnya 
1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 
keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 
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bersekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya 
pengacara, dokter, guru dan lain-lain. 
2) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 
dibidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja 
terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga 
mampu menguasai pekerjaan tersebut. 
3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja 
kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja.    
 Selain pendapat para ahli dan undang-undang adapun beberapa firman 
Allah yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu dalam surah An-Najm: 39  
              
Terjemahannya:  
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
diusahakannya”.(Qs An Najm: 39) 
 
 Dari surah diatas memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan 
menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras 
untuk mencari penghidupan masing-masing. 
E. Hubungan Variabel Penelitian   
1. Hubungan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan 
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penambahan kesempatan kerja (cateris paribus), yang selanjutnya akan menciptakan 
suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. 
(Tambunan,2003). 
Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan,2001) pembangunan ekonomi 
mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat 
pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun, yang 
menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, 
tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. 
Menurut Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih 
dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan Produk 
Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Menurut Sadono 
Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa 
memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya 
pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan 
sejauh mana ditribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa 
yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah 
berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat 
pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah 
pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang 
berkurang.  
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Menurut Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan 
kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses 
pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati 
tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. 
Kraay (2006) menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi dalam 
upaya pengentasan kemiskinan yang lebih relevan terjadi dalam jangka waktu yang 
panjang. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui PDRB per 
kapita atau PDRB per kapita pada masing-masing daerah. PDRB per kapita adalah 
nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya 
aktivitas produksi.  
   Jalles (2011) menyatakan peningkatan pendapatan agregat suatu daerah 
memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.  
2. Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan 
Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar 
penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik dinegara-negara maju maupun di negara-
negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, 
produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, 
sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimumkan 
tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi 
pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah 
dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 
tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan 
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kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi 
modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam 
kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat 
meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan 
informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas, 
dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen 
atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai 
korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Korelasi ini 
dapat dilihat terutama pada seseorang yang dapat menyeleseikan sekolah tingkat 
lanjutan dan universitas, akan mempunyai perbedaan pendapatan 300 persen sampai 
dengan 800 persen, dengan tenaga kerja yang hanya menyeleseikan sebagian ataupun 
seluruh pendidikan tingkat sekolah dasar. Karena tingkat penghasilan sangat 
dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan 
pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar. 
Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994) pendidikan dibanyak 
negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana 
digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta 
penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. 
Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang 
miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat 
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yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan univeritas. Sehingga tingkat pendidikan 
sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.  
3. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan  
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk 
pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang 
terjadi (Pascual, 2006). 
Produktivitas merupakan perbandingan hasil yang dicapai (keluaran) 
dengan sumber daya yang digunakan (masukan) yang digunakan per satuan waktu 
(Payaman Simanjuntak, 1998: 84). Produktivitas tenaga kerja yang rendah 
merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan. Artinya, kemiskinan tidak 
semata-mata disebabkan oleh pengangguran saja Pengaruh Produktivitas Tenaga 
Kerja, Pendidikan, dan PDRB. 
(Profan Ali, 2009).Banyak keluarga miskin yang memiliki pendapatan, 
bahkan pendapatan tetap namun masuk dalam kategori miskin karena pendapatan 
mereka sangat rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas kerja mereka. 
Maka dari itulah selain faktor pendapatan, faktor produktivitas tenaga kerja juga 
sangat relevan dalam mempengaruhi  kemiskinan. 
F. Penelitian Terdahulu  
Penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan telah 
banyak dilakukan baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Secara singkat penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut : 
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a) Ravi dwi wijayanto, yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh PDRB, 
Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/kota jawa tengah 
tahun 2005-2008”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis regresi linier panel data dengan metode FEM dengan bantuan 
software Eviews 6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, 
berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel 
pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negative dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskina, variabel pengangguran berpengaruh negative 
serta signifikan terhadap tingkat kemiskian di Jawa Tengah. 
b) Wishnu Adhi Saputra program studi ilmu ekonomi pembangunan 
Universitas Diponegoro Semarang (2011), dengan judul “Analis pengaruh Jumlah 
Penduduk PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di 
Kabupaten/Kota Jawa Tengah”.Model regresi yang digunakan adalah metode analisis 
regresi linier berganda (Ordinary Least Squares Regression Analysis) dengan panel 
data dengan menggunakan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model).Alat analisis 
yang digunakan adalah program eviews 4.1.hasil penelitian diperoleh bahwa hasil uji 
secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas, secara 
bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Dan 
nilai R-square sebesar 0,609 yang berarti sebesar 60,9 persen variabel tingkat 
kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
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tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, IPM berpengaruh negative dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, pengangguran berpengaruh negative 
dan tidak signifikan terhadap tingkat kemisinan di Jawa Tengah. 
c) I Wayan Sudiana (2013) Penelitian yang berjudul  “menganalisis  
pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan dan struktur tenaga kerja 
pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali”. Hasil analisis berdasarkan 4 
variabel menunjukan adanya  pengaruh secara simultan PDRB, pendidikan dan 
struktur tenaga kerja  pertanian  terhadap  tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. Uji t 
menunjukan terdapat pengaruh negatif namun signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
di Provinsi Bali, sedangkan strruktur tenaga kerja pertanian secara parsial 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. 
d) Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi 
Wahyuniarti (2006) dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis yang 
dilakukan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode 
panel data. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB 
mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan 
peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan share pertanian dan industry 
mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan 
mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik 
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SMP lebih besar daripada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy 
krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan. 
e) Wulandari penelitian yang berjudul “pengaruh PDRB terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2012-2015”. Hasil analisis data yang telah 
dilakukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. 
G. Kerangka Pikir Penelitian 
Kemiskinan merupakan masalah dalam perekonomian yang dihadapi oleh 
setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan 
merupakan penyakit dalam perekonomian yang harus dituntaskan atau paling tidak 
dikurangi. Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat 
dari melalui tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi di daerah bisa dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB, 
semakin tinggi tingkat PDRB mengidikasikan bahwa daerah tersebut sejahtera yang 
artinya tingkat kemiskinan di daerah tersebut rendah. 
Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan 
ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (human capital), 
Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih  tinggi biasanya memiliki akses 
yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, 
dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Melalui 
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pendidikan yang memadai, penduduk miskin akan mendapat kesempatan yang lebih 
baik untuk keluar dari status miskin di masa depan. 
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk 
pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang 
terjadi. 
Produktivitas tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu sumber 
penyebab kemiskinan. Artinya, kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh 
pengangguran saja, banyak keluarga miskin yang memiliki pendapatan, bahkan 
pendapatan tetap namun masuk dalam kategori miskin karena pendapatan mereka 
sangat rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas kerja mereka. Maka 
dari itulah selain faktor pendapatan, faktor produktivitas tenaga kerja juga sangat 
relevan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan pada uraian diatas, 
penelitian ini mengacu pada tingkat kemiskinan. Adapun asumsi dasar variabel ini 
adalah sebagai berikut: 
Gambar 2.1  
Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
PDRB  (X1) 
PENDIDIKAN (X2) KEMISKINAN (Y) 
TENAGA KERJA (X3) 
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 Y  = Tingkat Kemiskinan 
X1 = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
X2 = Pendidikan 
X3 = Tenaga Kerja 
H. Hipotesis 
Berdasarkan teori ekonomi terdahulu maka hipotesis yang diajukan untuk 
diteliti adalah : 
1. Diduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 
negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
2. Diduga bahwa Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
3. Diduga bahwa Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat 
Kemiskinan di Kabupaten Pinrang.  
4. Diduga bahwa PDRB, Pendidikan, dan Tenaga Kerja berpengaruh secara 
simultan terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 
 
 
 
 
 
48 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang telah memenuhi 
kaidah-kaidah ilmiah yaitu, konkrit/empiris, objektif, rasional dan sistematis. Metode 
Kuantitatif berasal dari data yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan 
statistik. Metode ini biasanya digunakan untuk membuktikan atau menolak suatu 
teori.  
B. Lokasi dan waktu Penelitian 
Dalam Penelitian ini lokasi yang diambil adalah Kabupaten Pinrang secara 
keseluruhan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tingkat 
Kemiskinan, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan data 
Tenaga Kerja, data tersebut diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Pinrang. Waktu penelitian terhitung mulai Januari 2017 sampai Juli 2017. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersifat runtut waktu tahunan (time series) dari 2005-2016. Data sekunder merupakan 
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini biasa 
diperoleh melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, 
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catatan atau laporan historis, yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumentar 
yang dipublikasikan. Data sekunder juga diartikan sebagai data yang tidak diusahakan 
sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), dan jurnal. 
2. Sumber Data  
Data dalam penelitian ini berupa data tingkat kemiskinan, data Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, Pendidikan (Rata-rata lama sekolah) 
dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data tersebut diperoleh melalui 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data  
Metode Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 
sumber dan berbagai cara. Untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan 
proposal ini dilakukan pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan 
cara membaca laporan, dokumen, teori, artikel, atau jurnal yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
E. Tekhnik Analisis Data 
Tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik Analisis 
Regresi berganda.  
1. Analisis Regresi Berganda 
Tekhnik Analisis Regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua 
atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 
mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen 
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apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan 
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 
mengalami kenaikan atau penurunan.  
Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 
Y =          +       +       +    
Dimana : 
 Y  = Tingkat Kemiskinan (banyaknya jumlah penduduk miskin). 
X1 = Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah) 
X2 = Pendidikan (Rata-rata lama sekolah) 
X3 = Tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 
         = Koefisien Regresi masing-masing variabel independen 
     = error term. 
Persamaan diatas merupakan persamaan non linier maka untuk memudahkan 
regresi dapat ditransformasikan menjadi linier dalam bentuk persamaan logaritma 
natural (Ln), logaritma  Natural terbagi menjadi 2 macam yaitu persamaan Semi Log 
dan Double Log. Di dalam penelitian ini menggunakan persamaan logaritma natural 
semi log yakni model dimana hanya salah satu variabel (Y atau X) yang 
ditransformasikan secara logaritma, model semi logaritma yang digunakan tipe (log 
lin) karena variabel terikatnya di log tetapi variabel bebasnya tidak. Bentuk modelnya 
sebagai berikut :  
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LnY =                          
Dimana: 
 LnY =  Logaritma natural Kemisinan (jumlah penduduk miskin) 
         =  Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah) 
         =  Pendidikan (Rata-rata lama sekolah) 
            = Tenaga Kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ) 
           =  Koefisien Regresi masing-masing variabel independen 
     =  error term 
Untuk mengetahui pengaruh secara langsung maka dilakukan analisis regresi 
linier berganda, syarat yang diperlukan sebelum melakukan analisis regresi berganda 
adalah dengan melakukan Uji Asumsi Klasik. 
a. Pengujian Asumsi Klasik  
 Uji Asumsi Klasik adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui 
validitas analisis regresi. Analisis regresi yang valid memenuhi kaidah BLUE (Best 
Linear Unbias Estimator). Uji asumsi klasik pada umumnya mencakup uji 
Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskidastisitas. 
Berikut ini penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik: 
1. Uji Normalitas  
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah dalam model 
regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
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mendekati normal. Metode yang dapat dipakai untuk normalitas antara lain: analisis 
grafik dan analisis statistik. 
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. 
Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya: 
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukka pola distribusi normal regresi memenuhi 
asumsi normalitas. 
b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
2. Uji Multikolinearitas  
Uji ini digunakan untuk melihat dimana korelasi antar variabel terikat. Jika 
ada tiga variabel bebas maka dimana ketiga variabel tersebut berkorelasi sangat kuat 
maka secara logika persamaan regresinya diwakili oleh satu variabel saja. Pada 
pembahasan ini multikoliniearitas dinilai dari Variance Inflation Factor  (VIF). Jika 
nilai VIF < 10 dan nilai tolerancenya lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 
multikoliniearitas. 
3. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi adanya korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
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periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya 
autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson (DW test). 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian 
dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya 
masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 
heteroskedastisitas maka dapat dilihat pada hasil output regresi pada scatterplots, jika 
titik-titik menyebar secara acak dibawah dan diatas angka nol pada sumbu Y maka 
tidak terjadi heteroskedastisitas.  
Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien 
variabel maka dilakukan pengujian sebagai berikut: 
a. Pengujian Kriteria Statistik 
Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji 
kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatar 
belakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari suatu statistik 
dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah Ho dibuat berdasarkan nilai uji 
statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik diperoleh dari pengujian 
koefisien determinasi (  ), pengujian koefisien korelasi (R), pengujian koefisien 
regresi secara bersama-sama (uji-F), dan koefisien regresi parsial (uji-t). 
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1) Uji Koefisien Determinasi (  ) 
Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Semakin besar nilai   , maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 
Nilai koefisien determinasi diperoleh dari rumus : 
     = 
    
   
  
Dimana: 
     =  nilai y estimasi 
   y = nilai y aktual. 
2) Analisis Koefisien Korelasi (R)  
Analisis koefisien digunakan untuk menunjukkan keeratan hubungan antara 
variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PBRB), Pendidikan, dan Tenaga 
kerja terhadap variabel terikat tingkat kemiskinan. 
3) Uji F-Statistik 
Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya 
signifikan atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah: 
a) Ho :    =    =    = 0 hal ini berarti semua variabel independen tidak mampu 
mempengaruhi variabel dependen secara serentak. 
b) Ha : salah satu b   0 hal ini berarti variabel independen mampu 
mempengaruhi variabel dependen secara serentak. 
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Nilai f hitung dapat dirumuskan seperti berikut:  
 F = 
        
           
 
Dimana : 
 
       =  Koefisien Determinasi 
  N = Jumlah sampel (observasi) K banyaknya parameter / koefisien regresi 
plus constant 
Pada taraf signifikansi 0.05 maka kriteria pengujian yang digunakan sebagai 
berikut: 
a) Ho diterima jika: F-hitung < F table atau signifikansi > 0,05 artinya 
variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel 
dependen secara signifikan. 
b) Ho ditolak jika: F- hitung > F tabel atau signifikansi < 0,05 artinya 
variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 
signifikan. 
4) Uji t-statistik  
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial 
terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Untuk 
mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel telah ditetapkan hipotesis sebagai 
berikut: 
a) Ho : b1 = 0, hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh secara 
langsung terhadap variabel dependen. 
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b) Ha : b1   0, hal ini berarti independen berpengaruh secara langsung 
terhadap variabel dependen. 
Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:  
 t = 
      
       
  
Dimana: 
    parameter yang diestimasi  
    = nilai hipotesis dari (Ho :       )  
         simpangan baku    
Dengan taraf signifikansi menggunakan 0,05 maka pengujian sebagai berikut: 
a) Ho diterima jika t hitung < t tabel artinya salah satu variabel independen 
tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
b) Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansinya dibawah 0,05 
artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen 
secara signifikan. 
F. Definisi Operasional  
Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel 
independen (X). Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Variabel tingkat kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin yang ada 
di Kabupaten Pinrang periode 2005-2016. 
57 
 
 
 
2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di Kabupaten 
Pinrang periode 2005-2016. 
3) Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah Rata-rata lama sekolah di 
Kabupaten Pinrang periode 2005-2016. 
4)  Tenaga kerja yang dimaksud adalah Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja Kabupaten Pinrang periode 2005-2016. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis dan Demografi 
a. Geografis  
Secara Historis hari lahir kabupaten Pinrang didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi 
selatan yang di dalamnya termasuk daerah Tingkat II kabupaten Pinrang, dinyatakan 
berlaku terhitung tanggal 4 Juli 1959. Namun, keputusan Menteri Dalam Negeri 
tanggal 28 Januari 1960 nomor UP7/3/5-392 menunjuk H.A.Makkoelaoe menjadi 
kepala daerah tingkat II Pinrang pertama yang dilantik pada tanggal 19 Februari 
1960. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka kabupaten Pinrang terwujud 
pembentukannya di dalam kenyataan pada tanggal 19 Februari 1960, yang sekaligus 
menjai  hari jadi atau hari lahirnya kabupaten Daerah Tingkat II kabupaten Pinrang. 
Untuk menciptakan adanya kepastian terhadap pembagian wilayah yang baru 
dibentuk itu, sebagaimana yang tertuang dalam dua surat keputusan Gubernur Kepala 
Daerah Sulawesi dan Tenggara nomor 1100 tertanggal 16 Agustus 1964 dan nomor 
2067 A tertanggal 19 Desember 1961 yang mengatur tentang pembentukan wilayah 
baru yang setara dengan kecamatan.  
58 
 
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang terletak ± 180 Km dari kota Makassar terletak pada koordinat antara 
4ᵒ10’30” sampai 3ᵒ19’13” Lintang Selatan dan 119ᵒ26’30” sampai 119ᵒ47’20” Bujur 
Timur. Masing-masing berbatasan dengan: 
Sebelah Utara: Kabupaten TanaToraja  
Sebelah Timur: Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang 
Sebelah Selatan: Kota Pare-pare 
sebelah Barat: Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) 
Letak wilayah Kabupaten Pinrang cukup strategis karena berada pada 
perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua 
jalur utama, baik antara Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari 
dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni 
dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari 
arah timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan  
menuju Provinsi Sulawesi Barat. Posisi daerah yang cukup strategis tersebut, 
memberi peluang untuk dapat berkembang baik di bidang jasa, perdagangan, 
pariwisata, perekonomian, industri, dan bidang-bidang lainnya. 
Di sisi lain, karena wilayah Kabupaten Pinrang berada di sepanjang pantai di 
bagian Barat wilayah tersebut, juga cukup strategis bagi pengembangan transportasi 
maritim antar pulau yang didukung oleh sumber-sumber produksi yang cukup 
memadai. 
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Wilayah administrativ Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 
108 Desa/Kelurahan dengan luas 1.961,77    . 
b. Demografi  
Dari sisi Demografis, jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang pada 
tahun 2016 sebanyak 369.595 jiwa yang terdiri dari 179.321 jiwa penduduk laki-laki 
dan 190.274 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini meningkat di bandingkan tahun 
2015 sebesar 366.789 jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2016 
sebesar 9,24. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 
penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 
sekitar 188,4 jiwa/   . Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Watang 
Sawitto yaitu sekitar 1.076 jiwa/   . Sedangkan kepadatan terendah berada di 
Kecamatan Lembang yaitu sekitar 54 jiwa/   . 
B. Gambaran Umum Variabel yang di Teliti 
1. Kondisi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pinrang 
Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena 
berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah 
dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. 
(World Bank, 2004). Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, 
akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. 
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Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga 
kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 
sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, 
pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut 
sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam menentukan 
batas ukur serta mengenali siapa si miskin tersebut. Berikut disajikan data kemiskinan 
yang terjadi di kabupaten Pinrang tahun 2005-2016. 
Tabel 4.5 Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016 
No Tahun Penduduk Miskin Persentase 
1 2005 36,51 9,11 
2 2006 33,30 10,93 
3 2007 35,80 10,67 
4 2008 33,30 9,92 
5 2009 30,32 8,70 
6 2010 31,70 9,01 
7 2011 29,87 8,12 
8 2012 27,88 7,42 
9 2013 22,10 8,86 
10 2014 24,52 8,20 
11 2015 24,46 6,72 
12 2016 31,28 8,40 
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Dari tabel diatas jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 sampai tahun 2016 
di kabupaten Pinrang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah penduduk 
miskin mengalami kenaikan sebesar 8,40 persen dengan jumlah penduduk miskin 
sebesar 31,28 ribu jiwa lebih tinggi dabandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,46 
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ribu jiwa. Hal ini disebabkan inflasi umum yang relative tinggi akibat kenaikan BBM. 
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang masih lebih tinggi dibandingkan 
kabupaten/kota yang berada disekitarnya yaitu di kabupaten Enrekang jumah 
penduduk miskin sebesar 26,98 ribu jiwa lebih sedikit dibandingkan jumlah 
penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 31,28 ribu jiwa. Sedangkan kabupaten 
Sidrap dan kota Parepare memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 15,92 ribu jiwa 
dan 8,02 ribu jiwa, masih jauh dibawah jumlah penduduk miskin di kabupaten 
Pinrang. Masih tingginya jumlah penduduk miskin ini sejalan dengan pertumbuhan 
penduduk, sumber daya yang tidak merata, kemampuan penerimaan dan pengeluaran 
yang tidak tidak seimbang serta mentalitas kerja yang perlu ditingkatkan terutama 
bagi generasi muda.  
2. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 
Pinrang 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang 
ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, disuatu wilayah tertentu (provinsi dan 
kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan 
ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri 
pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. PDRB merupakan salah satu indikator penting 
untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode 
tertentu. Berikut disajikan data PDRB yang terjadi di kabupaten Pinrang tahun 2005-
2016. 
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Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Menurut harga Konstan dan PDRB 
Perkapita di kabupaten Pinrang tahun 2005-2016 
No Tahun PDRB HK (Miliar Rp) PDRB Perkapita (Juta Rp) 
1 2005 189,572 5,65 
2 2006 197,387 5,93 
3 2007 207,524 6,19 
4 2008 221,490 6,50 
5 2009 234,850 6,86 
6 2010 659,539 18,66 
7 2011 710,414 20,03 
8 2012 770,890 21,6 
9 2013 827,031 22,89 
10 2014 894,122 24,56 
11 2015 967,697 26,38 
12 2016 1.040,417 28,37 
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
 Pada tabel 4.6 pendapatan perkapita kabupaten Pinrang tahun 2005-2016 
terus mengalami peningkatan pada tahun 2005 pendapatan perkapita sebesar Rp.5.65 
juta kemudian tahun 2004 meningkat sebesar Rp5.93 juta. Pada tahun 2010 terjadi 
pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai Rp18.66 juta  dibandingkan tahun 
sebelumnya yang hanya sebesar Rp6,86 juta. Kemudian tahun 2011-2016 pendapatan 
perkapita kabupaten Pinrang terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 PDRB 
Perkapita tahun 2016 mencapai Rp 28,37 juta. Jika dibandingkan dengan PDRB 
perkapita kabupaten/kota disekitar kabupaten Pinrang seperti kabupaten Sidrap 
dengan jumlah pendapatan perkapita sebesar Rp 2,45, kabupaten Enrekang sebesar 
Rp 1,93 juta serta kota madya Parepare sebesar Rp 2,92 juta, pendapatan PDRB 
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perkapita kabupaten Pinrang lebih tinggi dibandingkan daerah tersebut. PDRB 
perkapita kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring 
dengan kenaikan jumlah penduduk, indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi 
setiap penduduk kabupaten Pinrang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai 
tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu PDRB 
perkapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 6 hingga 7 persen. Dengan 
demikian pertumbuhan penduduk di kabupaten Pinrang selalu diikuti dengan 
peningkatan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum 
dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.   
3. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Pinrang 
Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir 
dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Sebab, pendidikan menyangkut 
pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. 
Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau bahkan secara sistematis. 
Sehingga, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa 
mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk 
memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena 
pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Salah satu 
indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah di suatu daerah. Berikut disajikan 
data rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang tahun 2005-2016. 
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Tabel 4.7 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pinrang   tahun 2005-2016 
No Tahun Rata-rata Lama Sekolah 
1 2005 6,6 
2 2006 6,8 
3 2007 6,9 
4 2008 7,05 
5 2009 7,14 
6 2010 7,22 
7 2011 7,24 
8 2012 7,33 
9 2013 7,43 
10 2014 7,45 
11 2015 7,47 
12 2016 7,48 
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
Pada tabel 4.7 menunjukkan Rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang. 
secara umum rata-rata lama sekolah kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan 
dari tahun ketahun dari tahun 2005-2016. Rata-rata lama sekolah tahun 2005 sebesar 
6,6 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di kabupaten Pinrang hanya mampu 
menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 SD. Tahun 2008 rata-rata lama sekolah 
mengalami kenaikan dari 6,9 tahun ke 7,05 tahun yang artinya bahwa rata-rata 
penduduk yang bersekolah mampu menyeleseikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. 
dan pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang meningkat hingga 
7,48 tahun yang artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di kabupaten 
Pinrang mampu menyeleseikan pendidikan hingga kelas 2 SMP. Jika dibandingkan 
dengan rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang dengan kabupaten Sidrap sebesar 
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7,32 tahun rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang masih lebih tinggi di 
bandingkan kabupaten Sidrap, kabupaten Enrekang rata-rata lama sekolah 8,05 tahun 
lebih tinggi dibandingkan kabupaten Pinrang. Dan kota madya Parepare sebesar 
10,01 tahun yang berarti rata-rata penduduk yang bersekolah di kota madya Parepare 
mampu menyeleseikan pendidikan hingga kelas 1 SMA cukup tinggi jika 
dibandingkan rata-rata lama sekolah di kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk Rata-
rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,75 tahun secara umum, 
kabupaten Pinrang masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 
mengindikasikan perlunya peningkatan terhadap akses pendidikan yang lebih merata 
tidak hanya berfokus pada pusat kota saja tetapi juga untuk daerah yang sulit, 
dipinggiran kota ataupun kecamatan terpencil.  
4. Kondisi Tenaga Kerja di Kabupaten Pinrang 
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu 
negara. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK ) merupakan salah satu indikator 
ketenagakerjaan. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif 
secara ekonomi disuatu negara atau wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. 
TPAK merupakan rasio antara penduduk yang termasuk angkatan kerja (bekerja atau 
mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja. Data TPAK ini sangat penting 
untuk meramalkan struktur dan keadaan angkatan kerja di masa yang akan datang. 
Berikut tabel 4.8 menunjukkan angakatn kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja kabupaten Pinrang tahun 2005-2016. 
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Tabel 4.8 Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 
Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016. 
No Tahun Angkatan Kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja % 
1 2005 135.912 51,51 
2 2006 127.461 48,28 
3 2007 141.325 59,31 
4 2008 149.411 61,28 
5 2009 149.148 60,17 
6 2010 140.074 58,86 
7 2011 156.732 64,50 
8 2012 133.883 54,96 
9 2013 124.453 52,07 
10 2014 152.353 60,08 
11 2015 144.609 50,35 
12 2016 135.583 56,30 
Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Pinrang (diolah) tahun 2017 
 Tabel 4.8 menunjukkan angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK) kabupaten Pinrang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami 
fluktuatif dari tahun 2005-2016. Tahun 2005 TPAK kabupaten Pinrang sebesar 51,51 
persen, tahun 2006 menurun menjadi 48,28 persen. Tahun 2008 TPAK meningkat 
hingga mencapai 61,28 persen dari tahun 2007 sebesar 59,31 persen. Pada tahun 2014 
TPAK meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 64,50 persen dan tahun 2012 menurun 
hingga 54,96 persen. Dan pada tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) sebesar 56,30 persen. Jika dibandingkan dengan TPAK kabupaten/kota di 
sekitar kabupaten Pinrang seperti kabupaten Sidrap jumlah TPAK sebesar 53,27 
persen dibawah TPAK kabupaten Pinrang. Kabupaten Enrekang sebesar 68,10 persen 
cukup tinggi dibandingkan TPAK kabupaten Pinrang. Dan TPAK kota madya 
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Parepare sebesar 54,27 persen masih dibawah TPAK kabupaten Pinrang. Sedangkan 
jika dibandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi 
Selatan sebesar 62,92 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK Kabupaten Pinrang. 
Mengingat kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai penghasil beras dan hasil bumi lainnya. Oleh karena itu sektor 
pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. 
C. Hasil Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi 
pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji 
asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:  
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel kemiskinan dan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
Pendidikan dan tenaga kerja ketiganya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 
normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. 
Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 
diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari data residualnya: 
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
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b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi nomal, 
maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
Gambar 4.2 Grafik Histogram 
 
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, tahun 2017) 
Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plot 
      
 Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, tahun 2017) 
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 Dari gambar 4.2 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena 
data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.3 Normal Probability 
Plot di atas menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.  
2) Uji Multikolinearitas  
 Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga kerja. Model regresi yang baik tidak terjadi 
korelasi diantara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan 
tenaga kerja. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance 
dan variance inflation faktor (VIF). Berdasarkan aturan variance inflation faktor 
(VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 
0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nlai VIF 
kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. 
Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas 
Coefficients 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
PDRB .152 6.580 
Pendidikan .147 6.790 
TPAK .800 1.249 
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder, diolah tahun 2017).  
70 
 
Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat diketahui nilai VIF untuk variabel Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 6,580<10  dan nilai toleransi sebesar 
0,152>0,10 sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dinyatakan tidak 
terjadi gejala multikolinearitas sedangkan nilai VIF untuk pendidikan sebesar 
6,790<10 dan nilai toleransi sebesar 0,147>0,10 sehingga variabel pendidikan 
dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas dan yang terakhir nilai VIF untuk tenaga 
kerja sebesar 1,249<10 dan nilai toleransi sebesar 0,800>0,10 sehingga variabel 
tenaga kerja dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 
3) Uji Autokolerasi  
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 
liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem 
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 
berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena masalah residual (kesalahan 
pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin-Watson (DW tes). 
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi 
Model Summary 
Model 
Change Statistics 
Durbin-Watson 
df2 Sig. F Change 
1 8 .009 1.308 
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder,diolah tahun 2017) 
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 Berdasarkan klasifikasi nilai Durbin Watson (DW) yaitu α = 5%, k=3, n=12 
maka diperoleh: 
     dL                Du 
 
 
 (+)              
( - ) 
 0.6577  1.8640    2.136  3.3423 
 Dari tabel 4.10 nilai Durbin Watson (DW) menunjukkan nilai 1.308, nilai dL 
sebesar 0.6577 dan nilai Du 1.8640 maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW pada 
tabel 4.6 berada diantara dL dan Du yaitu terdapat gangguan autokorelasi positif. 
4) Uji Heteroskedasitisitas 
 Uji heteroskedasitisitas merupakan keadaan dimana varians dari setiap 
gangguan tidak konstan. Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain tetap atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari 
residual atau pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heterokedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas. 
 Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada atau 
tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan: 
1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan di bawah angka 
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi 
layak dipakai. 
Gambar 4.4 Uji Heteroskedasitisitas 
 
 
Sumber : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, tahun 2017) 
 Berdasarkan gambar 4.4 titik-titik menyebar secara acak dan tidak 
membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heteroskedasitisitas pada model 
regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel berdasarkan masukan 
variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga kerja.  
2. Analisis Regresi Berganda 
  Metode analisis yang digunakan dalam peneitian ini adalah regresi 
linier berganda. Analisis regresi berganda ini untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh yang terjadi antara variabel produk domestik regional bruto (PDRB), 
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pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan dengan pendekatan OLS 
(Ordinary Least Squere). Pada penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yang 
berupa SPSS 21 yang ditunjukkan pada tabel 4.11 sebagai berikut : 
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi 
Coefficients  
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.217 1.592  4.534 .002 
PDRB .005 .008 .316 .690 .510 
Pendidikan -.006 .003 -1.151 -2.475 .038 
TPAK .000 .000 .354 1.776 .114 
Sumber  Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, tahun 2017) 
 Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa nilai konstanta α sebesar 7.217 dan 
koefisien regresi    sebesar 0,005,    sebesar -0.006 dan     sebesar 0,000. Nilai 
konstanta dan koefisien regresi (α,   ,   ,   ) ini dimasukkan kedalam persamaan 
regresi linier berganda sebagai berikut : 
LnY = α +      -       +       + e 
Sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut : 
LnY = 7.217 + 0.005  - 0,006  + 0.000 + e 
Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Nilai Konstanta (α) 
Nilai konstanta α sebesar 7.217 berarti jika Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) (  ), pendidikan (  ) dan tenaga kerja (  ) nilainya 0 atau konstan 
maka tingkat kemiskinan (Y) nilainya sebesar 7.217. 
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (    
 Nilai kosntanta regresi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 
0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% tingkat PDRB perkapita maka akan 
menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 
0,005%. Dan sebaliknya jika PDRB perkapita berkurang 1% maka akan 
menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 
0,005%. Arah hubungan antara PDRB perkapita dengan tingkat kemiskinan adalah 
searah (+). Dimana kenaikan atau penurunan PDRB perkapita akan mengakibatkan 
kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang.  
c. Pendidikan (  ) 
Nilai konstanta regresi pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah 
sebesar -0.006 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% rata-rata lama sekolah di 
kabupaten pinrang akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di 
kabupaten Pinrang sebesar -0,006% . dan sebaliknya jika rata-rata lama sekolah 
berkurang 1% maka akan menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin di 
kabupaten Pinrang sebesar -0.006%. Arah hubungan antara pendidikan dan tingkat 
kemiskinan adalah negatif (-) atau tidak searah. 
d. Tenaga Kerja (  ) 
 Nilai konstanta regresi tenaga kerja yang diukur dengan Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0.000 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) maka akan menyebabkan kanaikan jumlah 
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penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 0.000%. dan sebaliknya jika tingkat 
partisipasi angkatan kerja (TPAK) menurun 1% maka akan menyebabkan penurunan 
jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 0.000%. Arah hubungan 
antara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan tingkan kemiskinan yaitu 
searah (+). Dimana kenaikan atau penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja 
(TPAK) tidak berpengaruh pada kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di 
kabupaten Pinrang. 
e. Koefisien Determinasi (  ) 
Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi 
variabel tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga kerja. Dengan kata lain, koefisien 
determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), pendidkan dan tenaga kerja dalam menerangkan variabel 
tingkat kemiskinan. 
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R square) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .863
a
 .745 .650 .09388 
a. Predictors: (Constant), TPAK, PDRB, Pendidikan 
b. Dependent Variable: Kemiskinan 
Sumber  : Output SPSS 21 (Data Sekunder diolah, tahun 2017) 
 
 Berdasarkan output SPSS pada tabel 4.12 tampak bahwa hasil dari 
perhitungan yang diperoleh nilai R sebesar 0.863 dengan kata lain hubungan antara 
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variabel X terhadap variabel Y sebesar 0.863 atau sebesar 86.3 %. Dan nilai koefisien 
determinasi (R square) sebesar 0.745 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa 
besar persentase variasi tingkat kemiskinan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari 
ketiga variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan 
dan tenaga kerja sebesar 74,5 % sedangkan sisanya 25,5 % dijelaskan oleh variabel-
variabel lain diluar penelitian. 
3. Uji Hipotesis  
Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien 
regresi variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga 
kerja terhadap variabel tingkat kemiskinan maka penulis menggunakan uji statistik 
sebagai berikut: 
1.) Uji F 
Uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau 
keseluruhan dari koefisien regresi variabel  Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), pendidikan dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap variabel tingkat 
kemiskinan. Dari uji F dapat diketahui apakah semua variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga kerja yang dimasukkan dalam model 
memiliki pengaruh secara bersama-sama atau tidak terhadap variabel tingkat 
kemiskinan. Hipotesis yang digunakan adalah: 
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   :    =    =    = 0, berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
pendidikan dan tenaga kerja secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel 
tingkat kemiskinan. 
   :    ≠    ≠    ≠ 0, berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
pendidikan dan tenaga kerja secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel 
tingkat kemiskinan. 
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji F ( Secara Simultan) 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression .206 3 .069 7.803 .009
b
 
Residual .071 8 .009   
Total .277 11    
a. Dependent Variable: Kemiskinan 
b. Predictors: (Constant), TPAK, PDRB, Pendidikan 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.13 menunjukkan pengaruh variabel 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (   , pendidikan (    dan tenaga kerja 
(  ) terhadap tingkat kemiskinan (Y) dengan nilai         sebesar 7.803 dengan 
signifikansi sebesar 0.009 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu 0.05 (0.009 < 0.05). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pengujian hipotesis pada tabel 4.9 menolak    dan menerima    hal ini menunjukkan 
bahwa variabel produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga kerja 
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di 
kabupaten Pinrang.  
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2) Uji t  
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara 
parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan tenaga 
kerja terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. Uji ini digunakan untuk 
membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan 
yang digunakan yaitu 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai 
signifikansi < 0,05 maka     ditolak    diterima dan jika signifikansi > 0,05 maka 
   diterima    ditolak. 
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial) 
Coefficients 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.217 1.592  4.534 .002 
PDRB .005 .008 .316 .690 .510 
Pendidikan -.006 .003 -1.151 -2.475 .038 
TPAK .000 .000 .354 1.776 .114 
Sumber : Output SPSS 21 (Data sekunder diolah, tahun 2017) 
 
 Berdasarkan tabel 4.14 di atas perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian 
parsial terhadap masing-masing variabel independen (Produk domestik regional bruto 
(PDRB), pendidikan dan tenaga kerja secara parsial terhadap variabel dependennya 
(Tingkat Kemiskinan di kabupaten Pinrang) dapat dianalisis sebagai berikut:  
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1. Uji Hipotesis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
(    terhadap tingkat kemiskinan 
Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat nilai koefisien produk domestik 
regional bruto (PDRB) (     sebesar 0.005 dan nilai signifikansi untuk variabel 
produk domestik regional bruto (PDRB) adalah 0.510 dinyatakan lebih besar dari 
taraf α = 0,05 (0.510 > 0,05). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai         =  0.690. 
dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto 
(PDRB) (    mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang. Dengan demikian dalam penelitian ini menerima 
hipotesis     dan menolak    atau dengan kata lain. Hal ini tidak sesuai dengan 
hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kuznet (dikutip dari 
Tulus Tambunan, 2001) yang mengatakan pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai 
korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat 
kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan 
jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Hal ini juga tidak sesuai dalam 
penelitian (Wishnu Adhi Saputra) yang menunjukkan variabel PDRB berpengaruh 
negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
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2. Uji Hipotesis pengaruh pendidikan (     terhadap tingkat kemiskinan  
Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat nilai koefisien pendidikan(     sebesar 
-0.006 dan nilai signifikansi untuk variabel pendidikan (     adalah 0.038 dinyatakan 
lebih kecil dari taraf α = 0,05 (0.038 < 0,05). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai 
        = -2.475. dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
pendidikan (    mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang. Dengan demikian dalam penelitian ini menerima 
hipotesis    dan menolak    atau dengan kata lain hal ini sesuai dengan hipotesis 
sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. Yang berarti bahwa peningkatan 
rata-rata lama sekolah akan menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan 
teori dalam penelitian ini. Menurut Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan 
berperan penting dalam kesejahteraan seseorang. Penelitian ini ditunjang dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ravi Dwi Wijayanto, 2009) dimana 
variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negative 
dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
3. Uji Hipotesis pengaruh tenaga kerja (  ) terhadap tingkat kemiskinan 
Berdasarkan tabel 4.14 nilai koefisien tenaga kerja (  ) sebesar 0.000 dan 
nilai signifikansi untuk variabel tenaga kerja (  ) adalah 0.114 yang dinyatakan lebih 
besar dari taraf α = 0,05 (0.114 > 0,005). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai         
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= 1.776. dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja  
pengaruh positif dan tidak signifikan tidak sesuai dengan hipotesis yang ada 
sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori (Pascual, 2006) Meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi 
jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Dalam penelitian (I Wayan 
Sudiana,2013), sejalan dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa strruktur tenaga 
kerja pertanian secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
kemiskinan. 
4. Uji Hipotesis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (   , 
Pendidikan (     dan tenaga kerja  (  ) terhadap tingkat kemiskinan 
Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan 
bahwa secara keseluruhan variabel bebas, secara bersama-sama dapat menunjukkan 
pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Dan nilai R-square sebesar 0,745 yang 
berarti sebesar 74,5  persen variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel 
bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), Pendidikan, dan tenaga kerja berpengaruh secara simultan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang sesuai dengan hipotesis yang ada. 
D. Implikasi Hasil Penelitian 
a. Hubungan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang 
 Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 
pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. 
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Adapaun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif 
dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah 
menyebar disetiap golongan pendapatan. Termasuk di golongan penduduk miskin. 
Berdasarkan para ahli dalam teori bahwa pertumbuhan ekonomi 
mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan melalui sektor industri pertanian sebagai 
sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan hasil 
penelitian yang saya lakukan adalah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 
terhadap kemiskinan atau dengan kata lain meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak 
mampu mengurangi kemiskinan. Kemungkinan yang terjadi adalah arus keuangan 
dan pendapatan dalam perekonomian di kabupaten Pinrang hanya mengalir pada 
golongan masyarakat berpendapatan menengah keatas atau dengan kata lain terdapat 
ketidakmerataan pendapatan. 
Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dengan kemiskinan. 
Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka angka kemiskinan akan turut 
meningkat. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi turun maka angka 
kemiskinan akan turun. Dari hasil regresi variabel PDRB memiliki koefisien regresi 
sebesar 0.690 dengan angka sig. sebesar 0.510 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 
0.05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. Setiap penambahan 1 persen 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka akan menyebabkan peningkatan 
jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 0.690 persen. dan sebaliknya 
jika produk domestik regional bruto (PDRB) berkurang 1 persen maka akan 
menyebabkan penurunan tingkat penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 
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0.690 persen. penelitian yang saya lakukan hasilnya yaitu berpengaruh positif dan 
tidak signifikan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang 
berjudul pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 
2012-2015.  
b. Pengaruh Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten 
Pinrang 
Dari hasil regresi diketahui bahwa pendidikan yang diukur menggunakan 
Rata-rata lama sekolah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang dengan koefisien regresi sebesar -2.475 dengan 
angka sig. pada tabel sebesar 0.038 lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan 
yakni 0.05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Kenaikan pendidikan 
sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 
2.475persen. begitupun sebaliknya jika pendidikan menurun sebesar 1 persen akan 
menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2.475 persen. Hal ini juga sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ravi Dwi Wijayanto, 2009) dimana variabel 
pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negative dan 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Teori pertumbuhan baru menenkankan pentingnya peranan pemerintah 
terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 
mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 
manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan 
mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 
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meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga 
akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang 
memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, 
yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 
c. Pengaruh tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten 
Pinrang 
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian. 
Untuk memajukan perekonomian maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. 
Berdasarkan teori meningkatnya penyerapan tenaga kerja akan menurunkan tingkat 
kemiskinan. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan adalah 
tenaga kerja berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan kata lain 
peningkatan tenaga kerja tidak mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini dikarenakan 
pertama, jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi tidak akan 
mempengaruhi jumlah penduduk miskin, hal ini dikarenakan karena jumlah tenaga 
kerja yang diserap pada daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah 
perkotaan untuk jenjang pendidikan rendah hal ini disebabkan tenaga kerja 
dipedesaan utamanya disektor pertanian dan informal tidak membutuhkan pendidikan 
khusus hal ini membuktikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi 
tidak dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin.  
Kedua, TPAK tidak hanya dilihat dari sektor daerah saja tapi dari sektor 
jenis kelamin TPAK  perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan TPAK laki-
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laki hal ini dikarenakan banyaknya perempuan yang memilih sebagai kelompok 
bukan angkatan kerja antara lain, ibu rumah tangga. Karena banyaknya perempuan 
yang memilih menjadi bukan angkatan kerja dengan demikian Tingkat Partisipasi 
angkatan kerja tidak mempengaruhi kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
Dari hasil regresi yang diketahui bahwa tenaga kerja yang diukur 
menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar 
1.776 dengan angka sig. pada tabel sebesar 0.114 lebih besar dari taraf signifikan 
yang digunakan yakni 0.05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan.  
Setiap penambahan 1 persen tenaga kerja maka akan menyebabkan peningkatan 
jumlah penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 1.776  persen. Dan sebaliknya 
jika tenaga kerja berkurang 1 persen maka akan menyebabkan penurunan tingkat 
penduduk miskin di kabupaten Pinrang sebesar 1.776 persen. Hasil penelitian ini 
sama dengan hasil penelitian I Wayan Sudiana bahwa struktur tenaga kerja pertanian 
secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di Provinsi Bali. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
  Berdasarkan  hasil pembahasan penelitian tentang Pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan 
di Kabupaten Pinrang tahun 2005-2016 dengan menggunakan model analisis regresi 
berganda, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan 
tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang tahun 
2005-2016, yang artinya semakin tinggi PDRB tidak mempengaruhi 
menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
2. Pendidikan  berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
di kabupaten Pinrang tahun 2005-2016. Karena semakin tinggi tingkat 
pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
3. Tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten Pinrang tahun 2005-2016., yang artinya Tinggi 
rendahnya tenaga kerja  tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten 
Pinrang. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten 
Pinrang harus lebih konsisten dan fokus dalam merealisasikan anggaran yang 
berorientasi pada peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat 
kesejahteraan masyarakat dapat meningkat yang pada akhirnya kemiskinan 
dapat menurun.  
2. Pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan terhadap kemiskinan , sehingga diharapkan pemerintah 
kabupaten Pinrang kembali menggalakkan program wajib belajar 12 tahun 
supaya dapat menekan kemiskinan di kabupaten Pinrang. 
3. Tenaga kerja yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Sehingga Pemerintah  
kabupaten Pinrang harus mampu membuka lapangan pekerjaan guna 
menyerap jumlah tenaga kerja yang dapat membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
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LAMPIRAN 
Data Penelitian  
Tahun 
PDRB Perkapita Rata-rata lama sekolah TPAK Penduduk Miskin 
(Juta Rupiah) (tahun) (%) (jiwa) 
2005 5.65 6,60 51,51 30.600 
2006 5.93 6,80 48,28 36.400 
2007 6.19 6,90 59,31 35.800 
2008 6.50 7,05 61,28 33.484 
2009 6.86 7,14 60,17 30.320 
2010 18.66 7,22 58,86 31.664 
2011 20.03 7,24 64,50 28.798 
2012 21.6 7,33 54,96 26.782 
2013 22.89 7,43 52,07 32.100 
2014 24.56 7,45 60,08 29.920 
2015 26.38 7,47 70,39 24.460 
2016 28.37 7,48 56,30 31.280 
 
Semi Log : Log Lin 
Tahun 
PDRB Perkapita Rata-rata lama sekolah TPAK Penduduk Miskin 
(Juta Rupiah) (tahun) (%) (jiwa) 
2005 5.65 6,60 51,51 3.421000009 
2006 5.93 6,80 48,28 3.505557397 
2007 6.19 6,90 59,31 3.577947893 
2008 6.50 7,05 61,28 3.505557397 
2009 6.86 7,14 60,17 3.411807561 
2010 18.66 7,22 58,86 3.456316681 
2011 20.03 7,24 64,50 3.396854632 
2012 21.6 7,33 54,96 3.327909586 
2013 22.89 7,43 52,07 3.095577609 
2014 24.56 7,45 60,08 3.199489111 
2015 26.38 7,47 70,39 3.19703913 
2016 28.37 7,48 56,30 3.442978916 
 
 
Regression 
 
[DataSet0]  
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. 
Deviation 
N 
kemiskinan 3.3929 .15864 12 
PDRB 16.1350 9.11800 12 
Pendidikan 717.5833 28.83640 12 
Tenagakerj
a 
5814.250
0 
604.27479 12 
 
 
Correlations 
 kemiskinan PDRB Pendidikan Tenagakerja 
Pearson Correlation 
kemiskinan 1.000 -.730 -.803 -.251 
PDRB -.730 1.000 .903 .325 
Pendidikan -.803 .903 1.000 .455 
Tenagakerja -.251 .325 .455 1.000 
Sig. (1-tailed) 
kemiskinan . .004 .001 .216 
PDRB .004 . .000 .151 
Pendidikan .001 .000 . .069 
Tenagakerja .216 .151 .069 . 
N 
kemiskinan 12 12 12 12 
PDRB 12 12 12 12 
Pendidikan 12 12 12 12 
Tenagakerja 12 12 12 12 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Tenagakerja
, PDRB, 
Pendidikan
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: kemiskinan 
b. All requested variables entered. 
 Model Summary
b
 
Mod
el 
R R 
Squar
e 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics Durbin-
Watson R Square 
Change 
F 
Change 
df1 df2 Sig. F Change 
1 .863
a
 .745 .650 .09388 .662 5.214 3 8 .009 1.308 
a. Predictors: (Constant), Tenagakerja, PDRB, Pendidikan 
b. Dependent Variable: kemiskinan 
 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
df 
Mean Square F Sig. 
1 
Regression .206 3 .069 7.803 .009
b
 
Residual .071 8 .009 
  
Total .277 11 
   
a. Dependent Variable: Kemiskinan 
b. Predictors: (Constant), TPAK, PDRB, Pendidikan 
 
Coefficients 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.217 1.592 
 
4.534 .002 
PDRB .005 .008 .316 .690 .510 
Pendidikan -.006 .003 -1.151 -2.475 .038 
TPAK .000 .000 .354 1.776 .114 
 
a. Dependent Variable: kemiskinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) PDRB Pendidikan Tenagakerja 
1 
1 3.830 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .164 4.834 .00 .19 .00 .00 
3 .006 26.124 .01 .00 .01 .89 
4 .000 172.283 .99 .81 .99 .11 
a. Dependent Variable: kemiskinan 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.2428 3.6476 3.3929 .12903 12 
Residual -.15134 .20015 .00000 .09228 12 
Std. Predicted Value -1.163 1.974 .000 1.000 12 
Std. Residual -1.399 1.850 .000 .853 12 
a. Dependent Variable: kemiskinan 
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